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Abstract :

Oneof thecrucia pointsinterritory of medica serviceisethica problem of informed consent. Isit
necessary that apatient should beinvolved in decision making with regard to her/hismedical treat-
ment in spite of her/hisignorance? The questioniscrucial, asinfact apatient comesto amedical
doctor or hospital simply because of his’her surrender to betreated insofar ashe/she canrecover hig/
her health. It isalmost impossibleto consider that by coming to ahospital the patient isdoubtful
about medical treatment doneinthat hospitd. Inthisarticlel try to draw someethical considerations
up fromthefact that in spite of the patient’ signoranceregarding medica treatment, heisthe autono-
mous person. Thelogica consequence of autonomy isthat the personisfreefrom any assumption
that can reduce his/her authority upon his’her body. So, the article shall delveinto discovering the
rel ationship between infor med consent and human autonomy.

K eywor ds: informed consent, ctonomi, pasien.

Apakah para pasien perlu sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan
keputusan mengena apa yang akan diperbuat dalam rangka pemeriksaan,
pengobatan, dan perawatan mereka? Apakah mereka selalu harus dimintai
persetujuan untuk gpayang akan dilakukan oleh dokter terhadap mereka? Bukankah
pelibatan dan permintaan persetujuan macamitu malah akan menghambat kelancaran
kerja? Apdagi, bukankah dengan datang padadokter atau masuk rumah sakit mereka
sudah mempercayakan diri merekakepadadokter besertatim medisnya? Seberapa
jauh parapasien perlu diberitahu mengenai risiko dan keuntungan dari langkah-
langkah pengobatan dan tindakan-tindakan lain yang harusdiambil demi pemulihan
kesehatannya? Baga mana dengan pasien yang kal au diberitahu toh tidak mengerti
apamaksudnya, atau pasien yang senggjatidak mau tahu mengena keadaan dirinya
yang sebenarnyadan pokoknyadibuat |ebih enak badan: masih perlukah mereka
diberitahu? A pakah dokter wajib memberitahukan kemungkinan risiko yang akan
terjadi dan dternatif pengobatan yang bisadiambil terhadap pasien, atau hd ituhanya
dapat diharapkan berdasarkan kebaikan sang dokter? I tulah beberapa pertanyaan
yang kadang muncul dalam praktek pelayanan medis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut
erat terkait dengan apayang lazim disebut “informed consent” . Sebelum menelaah
hubungan antara” informed consent” dan otonomi manusia—yang merupakan fokus
perhatian makalah ini —kiranyaperlu diperoleh keterangan terl ebih dulu mengenai
gpayang dimaksud dengan “informed consent”.
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1. Pengertian Informed Consent

Secaraharafiah informed consent berarti persetujuan bebasyang didasarkan
aasinformas yang diperlukan untuk membuat persetujuantersebut. Dilihat dari pihak-
pihak yang terlibat, dalam praktek dan pendlitian medis, pengertian “informed con-
sent” memuat duaunsur pokok, yakni: (1) hak pasien (atau subyek manusiawi yang
akan dijadikan kelinci percobaan medis) untuk dimintal persetujuan bebasnyaoleh
dokter (tenagarisat medis) dalam mel akukan kegiatan medisterhadap pasien tersebut,
khususnyaapabilakegiatan itu memuat kemungkinan resko yang harusditanggung
oleh pasien; (2) kewgjiban dokter (tenagarisat medis) untuk menghormati hak tersebut
danuntuk memberikaninformas seperlunya, sehinggapersetujuan bebasdanrasiond
dapat diberikan oleh pasien. Dalam pengertian “ persetujuan bebas’ terkandung
kemungkinan bagi s pasien untuk menerimaatau menolak apayang ditawarkan
dengan disertal penjelasan atau pemberianinformas seperlunyaoleh dokter (tenaga
riset medis).

Dilihat dari hal-ha yang perluadaagar “ informed consent” dapat diberikan
oleh pasien, maka, seperti dikemukakan oleh Tom L. Beauchamp dan JamesF.
Childress,® dalam pengertian “informed consent” terkandung empat unsur, dua
menyangkut pengertian“informas” yang perlu diberikan dan dualannyamenyangkut
pengertian* persetujuan” yang perlu diminta. Empat unsur itu addah: (1) pembeberan
informasi; (2) pemahaman informasi; (3) persetujuan bebas; dan (4) kompetens
untuk membuat persetujuan. Mengenai unsur pertama, pertanyaan pokok yang
biasanya muncul adalah sampal seberapajauh pembeberan informasi itu perlu
dilakukan. Dengan katalain, sampal seberapajauh seorang dokter wagjib memberikan
informas yang diperlukan agar persetujuan yang diberikan oleh pasien atau subyek
riset medis dapat disebut suatu persetujuan yang informed. Dalam menjawab
pertanyaan ini dikemukakan adanyatigastandar pembeberan, yakni (a) standar
praktek profesiond (the professional practice standard); (b) standar pertimbangan
akal sehat (the reasonabl e person standard); dan (c) standar subyektif atau orang
per orang (the subjective standard).?

Dengan“ standar praktek profesonad” dimaksudkan kaidah-kaidah prosedura
yang secararesmi sudah dibakukan dan dijadikan |andasan praktek profesi, dalam
ha ini profes medis. Patokan umum tentang berapabanyak dan informasi macam
apayang perlu disampaikan oleh dokter kepada pasien ditetapkan berdasarkan
kebiasaan dalam praktek oleh kelompok profesi dokter. Hanyakesaksian ahli dari
anggota kelompok profesi itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah
seorang dokter telah melanggar hak pasien untuk mendapat informas seperlunya
atautidak. Standar praktek profesiona dibuat berdasarkan keyakinan bahwaperan
utamadokter adal ah untuk bertindak demi kepentingan medisyang paling baik bagi

1  DaambukunyaPrinciplesof Biomedical Ethics, New York. Oxford: Oxford University Press, 1983, him. 70.
2 lbid.,him.74-79.
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pasen. Kewgjibannyauntuk membeberkaninformas adaah sekunder dantergantung
pada pertimbangan dan putusan medistentang kepentingan yang paling baik bagi

pasien. Maka garis-garis panduan pelaksanaan pembeberan informasi lebih
ditentukan ol eh standar perawatan medis daripada ol eh hak-hak pasien. Sebagal

kriteriayuridisatau lega biasanyastandar praktek profesiond ini yang diacu. Akan
tetapi karenastandar tersebut kadang masih terla u memihak padakepentingan dokter
danrumah sakit, makabe akangan jugasemakin ditekankan perlunyadipaka “ sandar
pertimbangan akal sehat” . Yang dimaksud adal ah ukuran tentang seberapabanyak
informas daninformas macam gpayang perlu dibeberkan padapas en tidak hanya
ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan putusan kel ompok paraahli medis, tetapi

jugaberdasarkan pertimbangan akal sehat biasa. Makayang dijadikan pedoman
adalahinformas materiad manaberdasarkan pertimbangan obyektif aka sehat perlu
disampaikan agar pasien dapat mengambil keputusan yang rasond . Sedangkan yang
dimaksud dengan “ standar subyektif” atau standar orang per orang adalah tolok
ukur yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi masing-masing pasien yang
bersangkutan. Macam informasi yang perlu diberikan dan seberapabanyak, perlu
disesuaikan dengan Situas dan kondis pasienyang bersangkutan. Karenapersetujuan
bebas pasien mengenai apayang akan diperbuat terhadap dirinya bukan hanya
merupakan suatu putusan teknis-medis maupun yuridis bel aka, tetapi juga suatu
putusan moral, maka pertimbangan khusus menyangkut pribadi pasien yang
bersangkutan, seperti misa nyakepercayaan dansstemnilainya, sgarah kesehatannya,
ciri-ciri watak dan perilakunya, sedapat mungkin jugaikut diperhitungkan.

Konsep “informed consent” dapat dikatakan merupakan suatu konsep yang
reaif mashbaruddam sgarah etikamedis. Secarahistoriskonsepitu muncul sebaga
suatu prinsip yang secaraformal ditegaskan hanyasetelah Perang Duniall, yakni
sebagai reaks dantindak lanjut dari payang disebut pengadilan Nuremberg,® yakni
pengadilan terhadap parapenjahat perang zaman Nazi. Pringp“ informed consent”
merupakanresks terhadap kisah-kisah yang mengerikan tentang pemakaian manusia
secarapaksasebagal kelinci percobaan medisdi kamp-kamp konsentrasi. Sejak
pengadilan Nuremberg, pringp “informed consent” cukup mendapat perhatian besar
daametikabiomedis. Dalam aturan no. 1 Kode[Etik] Nuremberg dapat kitatemukan
rumusan sebagai berikut:

“ Persetujuan bebas subyek manusiawi secara mutlak esensial.

Ini berarti bahwa orang yang terlibat haruslah memiliki kemampuan
legal untuk memberikan persetujuan; ia mestilah berada dalam situasi yang
memungkinkan untuk melaksanakan kuasa bebasnya untuk memilih tanpa
campur tangan dalam salah satu bentuk paksaan, pemalsuan, penipuan,
kekerasan, atau bentuk-bentuk hambatan dan pemaksaan lain; ia juga harus
memiliki pengetahuan cukup dan pemahaman tentang perkaranya sehingga
ia mampu membuat keputusan yang ia pahami dengan terang. Unsur yang

3 lbid., him. 66; Carolyn Faulder, Whose Body I s1t?: The Troubling | ssue of Informed Consent, L ondon: Virago
PressLimited, 1985, him. 12.
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disebut belakangan ini mengandai kan bahwa sebel um subyek manusiawi yang
akan menjalani eksperimen itu memberikan per setujuannyaia harusdiberitahu
mengenai sifat, lamanya, dan maksud dari eksperimen tersebut; metode dan
sarana yang akan diambil; semua ketidakenakan dan bahaya-bahaya yang
mungkin terjadi; dan dampaknya terhadap kesehatannya atau pribadinya yang
mungkin terjadi akibat partisipasinya dalam eksperimen.”

Daam hukum Inggris-Amerika, garan tentang “informed consent” juga
berkaitan dengan kasus-kasus ma gpraktek dokter yang melibatkan perbuatan tertentu
padatubuh pasien yang kompeten tanpa persetuj uannya. Perbuatan tertentu pada
tubuh pasien yang kompeten tanpa persetuj uannya dalam kasus-kasus tersebut
dipandang tidak dapat diterimalepasdari pertimbangan kuditaspe ayanan. Mengingat
pentingnya*“ informed consent” dalam pelayanan medis, makadadam saah satu butir
panduan (yakni butir no. 11) dari “ Butir-butir Panduan Etisuntuk Lembaga-Lembaga
Pelayanan MedisKatolik” di Amerikaterdapat pernyataan sebagai berikut:*

“ Pasien adalah pembuat keputusan utama dalam semua pilihan yang
berhubungan dengan kesehatan dan perawatannya. Ini berarti ia adalah
pembuat keputusan pertama, orang yang diandaikan memprakarsai keputusan
berdasarkan keyakinan hidup dan nilai-nilainya. Sedangkan pembuat
keputusan sekunder lainnya juga mempunyai tanggung jawab. Jika Si pasien
secara hukum tidak mampu membuat keputusan atau mengambil inisiatif,
seorang pelaku yang lain yang menggantikan si pasien—biasanya keluarga s
pasien, kecuali kalau sebelumnya pasien telah menunjuk orang lain atau kalau
saudara kandungnya dianggap tidak memenuhi syarat—bertanggungjawab
untuk berusaha menentukan apa yang kiranya akan dipilih oleh si pasien, atau
jika itu tidak mungkin, berusaha menentukan apa yang akan paling
menguntungkan bagi si pasien.

Para pemegang profesi pelayanan kesehatan juga merupakan pembuat
keputusan kedua, dengan tanggung jawab menyediakan pertolongan dan perawatan
untuk pasien sgjauh itu sesual dengan keyakinan hidup dan nilai-nilai mereka.
K ebijakan dan praktek rumah sakit harusmengakui serangkai an tanggungjawabini.
Parapemegang profes pel ayanan kesehatan bertanggungjawab untuk memberikan
informas yang mencukupi dan untuk memberikan dukungan yang memadai kepada
s pasien, sehinggaiamampu membuat keputusan yang dilandasi pengetahuan
mengenal perawatan yang semestinyadijalani. Perlu disadari bahwabantuan dalam
proses pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam perawatan kesehatan.
K ebijakan dan dokumen mengenai “informed consent” harud ah diupayakan untuk
meningkatkan dan mdindungi otonomi pasien, bukan pertama-tamauntuk melindungi
rumah sakit dan petugas pel ayanan medisdari perkarapengaduan hukum.”

4  Dikutip dalam Richard A. McCormick, Health and Medicinein The Catholic Tradition, New York: Cross-
road, 1987, him. 11 dan him. 107.
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2. Hubungan antar ainformed consent dan otonomi manusia

Setelah kitalihat pengertian umum tentang “informed consent”, bagaimana
latar bel akang historiskemuncul annyadan rumusan kode etiknya, kini dapat kita
masuki pembi caraan tentang hubungan antara pengertian tersebut dengan otonomi
manusa Kitamula dengan mendaami pengertian otonomi manusa Itilah* ctonomi”
yang berasal dari akar kata'Yunani autos (diri sendiri) dan nomos (hukum, aturan,
penentuan), secaraharafiah berarti “ penentuan dan pengaturan diri sendiri”. Itilah
tersebut pertamakali dipakal untuk menunjuk pada pengaturan dan pemerintahan
sendiri dalam negara-kota (polis) Yunani Kuno. Dalam konteks moral, konsep
“otonomi” pertamakali ditekankan oleh Immanuel Kant yang memperlawankannya
dengan konsep * heteronomi” (penentuan dari luar; heteros=asing, luar). Bagi Kant,
moralitas secarahakiki mengandaikan adanyapribadi yang otonom, yakni pribadi
yang menyadari bahwahukum mora bukan merupakan suatu penentuan sewenang-
wenang dari luar dirinya, melainkan suatu penentuan bebasdiri manusasendiri sebaga
makhluk rasiond. Pribadi yang bermoral otonom ada ah pribadi yang melaksanakan
kewajiban mora nyabukan karenatakut dihukum atau mau mencari pujiandari luar,
tetgpi karenaiasendiri memang menghendakinya, karenaiamenyadari bahwahd itu
bernilai padadirinyadan bahwada am me akukan kewgjiban tersebut iamemenunhi
tuntutan kemanusiaannya. Secaraumum, istilah otonomi berarti kebebasan untuk
memilih, menentukan diri dan bertindak tanpahambatan, paksaan atau campur tangan
dari luar.

Salah satu prinsp etikadasar yang jugapenting untuk etikabiomedisadaah
pringp otonomi. Prinspini merupakan suatu perintah mora yang mewajibkan kita
untuk menghormati otonomi manusia. Setigp manusia, sebagal makhluk yangrasiond
dan berkehendak bebas, ada ah seorang pribadi yang wajib dihormati otonominya.
Menghormati otonomi manusiaberarti mengakui haknyasebagai pribadi yang memiliki
kemampuan dan kebebasan untuk memilih, menentukan diri dan bertindak sesuai
dengan kesadaran akan apayang diyakininyasebagai paling baik untuk dirinya.
Seperti pernah dikemukakan oleh |. Kant, sikap hormat terhadap otonomi manusia
padadasarnyaberakar dalam pring p hormat terhadap manusiasebagai pribadi atau
person. Salah satu rumusan yang diaberikan sebagai imperatif kategorisberbunyi:
“Bertindakl ah sedemikian rupa, sehinggaAndamemperlakukan kemanusiaan, baik
dalamdiri Andasendiri maupun dalam diri orang lain, senantiasasebagai tujuan
padadirinyasendiri dan tidak pernah hanyasebagai sarana.”®> Sama sekali tidak
menghormati otonomi orang berarti memperlakukan orangitu melulu sebaga sarana,
karenaiadiperlakukan berdasarkan hukum atau aturan yang samasekali tidak ia
kehendaki. Sama sekali menolak pertimbangan dan putusan seseorang atau
mengha anginyauntuk mel aksanakan kemampuannyauntuk menentukan diri secara

5 Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, Transated by Thomas K. Abbot,
New York: The Bobbs-Merrill Co., 1949: him. 46.
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rasional berarti melecehkan martabat kemanusiaannya sebagai person, karena
keluhuran martabat manusiasebagai person justru paling nyatadalam tindakannya
menentukan diri secararasond.

Apahubungan semuaini dengan pringp informed consent? Pringipinformed
consent yang mewajibkan dokter atau periset medis untuk meminta persetujuan
bebas pasien atau orang yang akan dijadikan subyek percobaan medis seraya
memberikan informas yang diperlukan gunadapat mengambil keputusan secara
bebas rasional, pada dasarnya berakar pada prinsip hormat terhadap otonomi
manusia. Dan prinsip hormat terhadap otonomi manusiasendiri padagilirannya
merupakan saah satu perwuj udan s kap hormet terhadap kel uhuran martabat manusia
sebagai person. Fungsi pokok diberlakukannya prinsip informed consent adalah
untuk meindungi dan memajukan otonomi pasien sebagai individumanusa® Memang
pemberlakuan pringpitu jugadapat berfungs sebagal perlindungan pasien dan subyek
manusiawi dari kemungkinan tindak sewenang-wenang, penipuan, kekerasan,
penya ahgunaan dan pemerasan tersa ubung yang dil akukan ol eh petugas atau periset
medis.” Dengan demikian informed consent berfungsi menghindarkan pasien atau
subjek manusiawi dari berbagai resiko yang merugikan dirinya. Akan tetapi
kesemuanyaitu akan lebih dapat dihindarkan ka au otonomi individu manusialebih
dihormati dan dimajukan. Informed consent dimaksudkan agar komunikas antara
seorang pemegang profesi medis dan seorang pasien dapat dilakukan sedemikian
rupa sehingga pasien dapat dihindarkan dari situasi ketidaktahuan (entah karena
kuranginformas atau karenainformas yangiaterimatidak dapat iapahami) untuk
mengambil keputusan secara otonom. Di sini unsur pemberian informasi yang
mencukupi dan pemahaman aasinformas yang diberikan tersebut dipandang penting
untuk dapat mengambil keputusan secaraotonom. Menghormeati otonomi manusia
dalam ha ini jugaberarti mengakui hak pasien untuk mengetahui keadaan dirinya
dan untuk mengambil keputusan tentang gpayang akan diperbuat oleh petugasmedis
terhadap tubuhnya. Tubuh pasien sebagai tubuh manusiatidak boleh diperlakukan
melulu sebagai seonggok daging hidup dengan jaringan, organ danfungs kerjanya
secara biologis. Tubuh pasien adalah bagian integral dari keluhuran martabat
pribadinya sebagai manusia, maka perlu diperlakukan dengan hormat.? Pasien,

6 TomL.Beauchamp & JamesF. Childress, ibid., him. 67.

7 Alexander Capron, seperti dikutip oleh Tom L. Beauchamp & JamesF. Childress (idem), misalnyamenyebutkan
enam fungsi pemberlakuan prinsip informed consent, yakni: a. pemajuan otonomi individu; b. perlindungan
pasien dan subjek manusiawi; c. penghindaran dari penipuan dan kekerasan; d. dorongan bagi para pemegang
profesi medis untuk memeriksadiri; e. pemajuan pengambilan keputusan yang rasional; f. pelibatan publik
(dalam memajukan otonomi sebagai nilai sosial umum dan dalam mengontrol penelitian biomedis).

8 Dalam Discourse to the members of the 35th General Assembly of the World Medical Association, tgl. 29
Oktober 1983, Paus Johanes Paulus |1 antaralain menyatakan sebagai berikut: “ Setiap pribadi manusiadalam
ketunggalannya yang secara mutlak unik, tidak hanya terbentuk oleh rohnya, tetapi juga oleh tubuhnya.
Maka dalam tubuh dan melalui tubuh, orang bersentuhan dengan pribadi manusiasendiri dalam realitasnya
yang konkret. Maka, menghormati keluhuran martabat manusia berarti menjagaidentitas manusiaini cor-
pore et anima unus [tubuh dan jiwa sebagal satu kesatuan], sebagaimana pernah dinyatakan oleh Konsili
Vatikan |1 [dalam Gaudium et Spes, no. 14, par. 1].
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wal aupun dalam keadaan |emah dan tergantung padaorang lain, tetap mempunyai
otonomi atastubuhnya, sehinggaapayang mau diperbuat atastubuh tersebut sudah
selayaknyakalau mendapat persetujuannya.

Ddam etikabiomedis, pring p otonomi memang bukan satu-satunyaprinsp
yang perlu dipegang, karenadaam pel aksanaan perlu diperhatikan jugaprinsip-
prinsiplain, seperti prinsip tidak melakukan yang buruk (the principle of non-ma-
Ieficence), prinsip melakukan yang baik (the principle of beneficence), dan prinsp
keadilan (the principleof justice). Setiap prins p tidak berlaku mutlak padadirinya
sendiri, tetapi berlaku primafacie. Artinya, pringpitu padadirinyasendiri mengikat
sgjauh tidak ada prinsip lain yang bertabrakan dengannya. Bilaterjadi tabrakan,
manayang harusdidahulukan, baru dapat ditentukan mengingat faktor-faktor yang
senyatanyaadada am kasuskonkret. M el ulu mempertahankan prins p otonomi meati-
matian tanpamengindahkan pring p-prinsp yang lain, dalam kenyataan seringkali
lebih merugikan banyak pihak (termasuk kepentingan pasien sendiri) daripada
menguntungkannya. Dalam praktek medis, misalnyadikenal apayang disebut
paternalisme, yakni tindakan yang membatasi otonomi pasien dengan maksud
mencegah kerugian bagi dirinyaatau mel akukan sesuatu yang baik yang tidak dapat
ditempuh dengan caralain. Ini berarti mendahul ukan prinsip berbuat baik di atas
prinsp otonomi. Pring pinformed consent, yang seperti sudah dikemukakan di atas
mempunya fungs pokok untuk meindungi dan memgjukan otonomi manusa, memang
dimaksudkan untuk melawan bentuk-bentuk paternalisme yang cenderung
mel ecehkan kemampuan dan kebebasan pas en untuk menentukan diri secararasond.
Akan tetapi, seperti pernah dikemukakan oleh Dr. K. Bertens dan dr. Sutanto
Gandakusuma,® tidak semua bentuk paternalisme secara moral tidak dapat
dibenarkan. Apdagi, daam pelaksanaan, pring p otonomi jugaseringkali erat terkait
dengan kondis sosio-budayadan politik suatu masyarakat. Ddam masyarakat Barat,
di manaaam liberalisme cukup dominan atau kebebasan individu dijunjung tinggi,
skap paterndigtik secarakerasditolak. Daamkondis masyarakat seperti itu, prindp
otonomi, dan dengan demikian jugaprins p informed consent, sangat ditekankan.
Sedangkan di Indonesia, di manabudayafeoda dan paham kol ektivismedi sana-
sni masih menggegjdaditambah lagi dengan kehidupan politik yang cenderung dergi
terhadap kebebasan individu, prinsip otonomi dan dengan demikian jugaprinsip
informed consent masih belum banyak dilaksanakan. Akan tetapi, karenasalah
satu arusbesar ddam perkembangan zamanyang ditandal oleh budayagloba dewasa
ini adalah meningkatnyakesadaran manusiaakan otonominya, makadi Indonesia
pun pring pinformed consent akan semakin tidak dapat diabaikan oleh parapetugas
medis. Apdagi kalautingkat pendidikan dan kesgahteraan sosia dalam masyarakat
bertambah sertatuntutan ke arah demokratisas dalam berbagai bidang kehidupan
semakin besar, makaparapasien dan publik padaumumnyajugaakan semakin
kritis dan sadar akan hak-haknya. Mereka akan menuntut haknya untuk diberi

9 Dalam “ Paternalisme: Penyakit Para Dokter?”, Seri Etika Biomedis, no. 3, Pusat Pengembangan Etika
AtmaJaya, 1987.
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informas secukupnyadan semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut diri mereka. Aturan-aturan hukumyang akan menjamin hak-hak pasen
kecenderungannyaj ugaakan semakin diperjuangkan. Apakah parapemegang profes
medissiap menghadapi tantangan ini? M oga-mogademikian hanya
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